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ABSTRAK 
 

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI BIRO HUKUM  

PEMPROV KEPRI 

 

Inggit Kasmaulidina. 15612224. Manajemen. STIE Pembangunan Tanjungpinang. 

Inggit.k88@gmail.com 

 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong kita harus 

mampu untuk menereapkannya dalam segala aktifitas guna mengurangi tahapan 

proses kerja manual dalam organisasi baik swasta maupun pemerintah, untuk itu 

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang  jelas dan teratur yang disebut SAKIP. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi 

implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Biro 

Hukum Pemprov Kepri. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif 

dengan jenis data primer dan skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP mempermudah proses 

pemantauan dan pembuatan rencana kerja, pelaporan dan evaluasi kinerja. SAKIP 

yang dijalankan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah 

berjalan baik dan sesuai dengan peraturan, walaupun masih ada sedikit kendala 

dari para ASN dalam mengumpulkan data-data yang akan diolah pada SAKIP. 

Kata Kunci : Evaluasi, Implementasi, Sistem 

 

Dosen Pembimbing I  : Betty Leindarita, SE., MM  

Dosen Pembimbing II  : Satriadi, S. AP., M. Sc  
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ABSTRACT 
 

EVALUATION OF IMPLEMENTATION THE SYSTEM OF GOVERNMENT 

PERFOMANCE ACCOUNTABILITY (SAKIP) AT THE RIAU PROVINCIAL 

GOVERNMENT’S  LEGAL BUREAU 

 
Inggit Kasmaulidina. 15612224. Manajemen. STIE Pembangunan 

Tanjungpinang. 

Inggit.k88@gmail.com 

 

The rapid development of technology encourages us to be able to 

implement it in all activities to reduce the stages of manual work processes in 

organizations either private or government, for which the Government has 

established policies for the implementation of a clear and orderly system of 

accountability called SAKIP. 

This study aims to find out how to evaluate the implementation of the 

performance system of government agency accountability (SAKIP) at the Riau 

Provincial Government's Legal Bureau. This research uses qualitative research 

with primary and secondary data types. Data collection methods used are 

observation and interviews. The data analysis method used is data reduction, data 

presentation and conclusion drawing. 

The results of the study indicate that SAKIP facilitates the process of 

monitoring and making work plans, reporting and evaluating performance. 

SAKIP which is run by the Riau Islands Provincial Government Bureau of Law 

has been running and operating well and in accordance with the regulations, 

although there are still a few obstacles from the ASN in collecting data that will 

be processed in SAKIP. 

 
Keywords: Evaluation, Implementation. System 

 

Lecturer Adviser I : Betty Leindarita, SE., MM 

Lecturer Adviser II : Satriadi, S. AP., M. Sc 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat mendorong kita 

harus mampu untuk menerapkannya dalam segala aktifitas. Hal ini guna 

mengurangi tahapan proses kerja manual  dalam organisasi baik swasta maupun 

pemerintah. Pemanfaatan teknologi yang dapat mengurangi tahapan proses kerja 

tersebutlah yang menjadi dasar  dalam  sebuah organisasi untuk menerapkan 

sistem informasi manajemen (SIM). Selain pemanfaatan teknologi, sumber daya 

manusia (SDM)  juga tidak kalah pentingnya dalam menunjang kerja organisasi 

baik di pemerintahan maupun perusahaan swasta. Keberadaan sistem informasi 

manajemen (SIM) dapat mendukung dalam meningkatkan efisien , efektifitas dan 

produktifitas organisasi dan dunia usaha. Sedangkan dengan adanya keberadaan 

sumber daya manusia (SDM) dapat membantu dalam pengoperasian SIM.  

Sistem Informasi (Machmud, 2013) adalah merupakan sekelompok  

komponen yang saling berhubungan yang mempunyai kegunaan untuk 

mengumpulkan, memproses, menyimpan serta mendistribusikan informasi untuk 

mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan pada organisasi. Sistem 

infromasi manajamen (SIM) adalah penyatuan antara sumber daya manusia 

dengan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan 

mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses dalam sebuah 
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pengambilan keputusan pada peusahaan. (Setyowati, Z. Ridwan, & Rochaety, 

2011) Sumber daya manusia merupakan sumber pertama dari sebuah organisasi. 

Sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintahan, harus memiliki kuantitas 

dan kualitas. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) yang akan diperlukan 

adalah sumber daya manusia yang mampu serta sanggup untuk menguasai 

teknologi dengan cepat, adaftif, dan responsive terhadap perubahan-perubahan 

teknologi yang terjadi. Sumber daya manusia merupakan bagian yang menjadi 

perencana, pelaku, dan penentu terciptanya tujuan dari sebuah organisasi. Maju 

tidaknya sebuah organisasi tergantung dari peran aktif setiap tenaga kerja yang 

ada dalam organisasi tersebut.  

Sekarang ini, suatu organisasi dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat, 

tepat, dan benar dengan tingkat ketelitian yang tinggi agar dapat terus berjalan 

dengan hasil yang transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dibutuhkan 

juga harus akurat, tepat waktu dan fleksibel. Hal inilah yang akan menunjang 

kelancaran aktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Pada organisasi pemerintahan, 

sistem informasi (SIM) sangat dibutuhkan saat ini guna untuk memantau kinerja 

dari unit kerja atau biasa disebut dengan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD). 

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen adalah merupakan 

agenda yang penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh 

pemerintah saat ini. Tujuan dari reformasi birokrasi tersebut adalah untuk 

melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik 

(good governance). Adapun pemerintahan yang baik itu ditandai dengan tingginya 

tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, 
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bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya, 

maka diperlukan adanya sebuah sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem 

inilah yang nanti akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui 

beberapa tahap, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pencapainya.   

Di Indonesia, sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah, baik pusat 

maupun daerah, mulai diatur semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 7 Tahun 1999. Dalam inpres tersebut diamanatkan untuk 

dilaksanakannnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada 

semua level instansi pemerintahan (Sofyani & Akbar, 2013). Tujuan dari Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan inpres tersebut adalah 

untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik 

dan terpecaya. LAN, 200:2 (dalam Palenga, 2017)  Akuntabilitas didefinisikan 

suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

serta sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

  (Andriani, Rosita, & Ihsan, 2015) Berdasarkan pedoman penyusunan 

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala 

lembaga administrasi Negara (LAN), dalam modul akuntabilitas instansi 

pemerintah, BPKP 2007 menyatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah harus berdasarkan prinsip berikut : 

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 

bersangkutan. 
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2. Berdasarkan suatu sistem yang bisa menjamin penggunaan sumber-sumber 

daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran serta tujuan yang telah 

ditetapkan. 

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi yang telah diperoleh. 

5. Jujur, objektif, transparan serta akurat. 

6. Menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran serta 

tujuan yang telah ditetapkan. 

7. Adanya pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah.  

LAN, 2003:3 dalam (Palenga, 2017) Instrument yang digunakan dalam  

memenuhi kewajiban oleh instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari misi sebuah organisasi yang terdiri 

dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan 

stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja adalah 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Peraturan 

Presiden No. 29 Tahun 2014, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

yang selanjutnya disingkat menjadi SAKIP adalah merupakan suatu serangkaian 

sistematik dari berbagai kegiatan/aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang 

untuk sebuah tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah 
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dalam rangka pertangungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Adapun penyelenggaraan SAKIP ini meliputi : 

1. Rencana Strategis 

2. Perjanjian Kinerja 

3. Pengukuran Kinerja 

4. Pengelolaan Data Kinerja 

5. Pelaporan Kinerja 

6. Reviu danEvaluasi Kinerja 

Sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk 

melihat sejauh mana penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di 

Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau, apakah sudah dijalankan sesuai dengan 

baik yang sesuai dengan peraturan berlaku atau belum. Hal ini juga diperkuat 

dengan belum pernah adanya peneliti lain yang melakukan penelitian tentang 

SAKIP ini di Biro Hukum. Biro Hukum yang beralamat di Komplek Perkantoran 

Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung A Lantai 2 Pulau 

Dompak Tanjungpinang. Biro Hukum adalah salah satu Organisasi Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau yang menjalankan SAKIP. Berdasarkan survey 

sementara, SAKIP di Biro Hukum dimulai penggunaannya sejak tahun 2014 

hanya saja belum terlalu maksimal, sehingga masih menggunakan laporan kinerja 

secara manual. Adapun di bawah ini terdapat laporan kinerja secara manual dan 

laporan kinerja setelah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi 

Pemerintah (SAKIP) pada Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Untuk lebih 



6 

 

 

 

jelasnya tentang laporan kinerja secara manual dengan laporan secara sistem bisa 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 1.1 

Laporan Kinerja Manual (menggunakan excel) 

 

 

Sumber : Biro Hukum Pemprov 2018 

Gambar 1.2 

Laporan Kinerja saat penerapan SAKIP 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Biro Hukum Pemprov 2018 
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Dari gambar bisa kita lihat bahwa dari segi pembuatan laporan lebih sulit 

pengerjaannya menggunakan laporan manual (Gambar 1.1) dibandingkan pada 

saat menggunakan SAKIP (Gambar 1.2). Selain itu, waktu pengerjaan laporan 

juga lebih cepat baik dalam membuat maupun melaporkan. Hal ini dikarenakan 

SAKIP menggunakan sistem online. Untuk masuk ke dalam menu uatama SAKIP, 

maka terlebih dahulu dimulai dengan membuka link http://e-

sakip.inspektorat.kepriprov.go.id. (Gambar 1.3) 

 

Gambar 1.3 

Halaman untuk masuk kemenu SAKIP 

 

 

 

Sumber : Biro Hukum Pemprov 

 

http://e-sakip.inspektorat.kepriprov.go.id/
http://e-sakip.inspektorat.kepriprov.go.id/
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Selanjutnya untuk mengisi (entry) laporan dan rencana yang akan dibuat, 

terlebih dahulu harus Login dengan menggunakan nama pengguna, password dan 

tahun. Untuk nama penggunanya diisi unit kerja ( satuan kerja perangkat daerah 

yang biasa disingkat dengan SKPD), karena peneliti melakukan penelitian di 

SKPD Biro Hukum maka nama penggunanya adalah hukum seperti yang terlihat 

pada gambar 1.4 

 

Gambar 1.4 

Tampilan login kemenu SAKIP 

 

 

Sumber : Biro Hukum Pemprov 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “Evaluasi Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)  Di Biro Hukum 

Pemprov Kepri” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang kasus diatas, maka perumusan masalah yang 

akan diangkat oleh peneliti pada tugas akhir ini adalah bagaimanakah  Evaluasi 

implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Biro 

Hukum Provinsi Kepulauan Riau ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk menjawab berbagai permasalahan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi implementasi sistem 

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Biro Hukum Provinsi 

Kepulauan Riau ? 

 

1.4 Kegunaan Peneltian 

1.4.1 Kegunaan Ilmiah 

Sebagai bentuk sarana yang tepat dalam pengembangan dan penerapan 

ilmu pengetahuan teoritis kedalam praktik nyata terutama dalam bidang 

sistem informasi manajemen, manajemen sumber daya manusia dan 

keorganisasian. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

a. Bagi organisasi yang diteliti, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

acuan referensi dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (SAKIP) yang sesuai dengan standar dan 
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peraturan Pemerintah, sehingga akan mempermudah dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan diinginkan. 

b. Bagi penulis dan pembaca, sebagai informasi dan menambah 

wawasan mengenai bagaimana implementasi sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang  dapat berguna untuk 

dimasa yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Guna memberikan gambaran secara sistematis mengenai pembahasan 

dalam penelitian ini, penulis membagi dalam beberapa ban dan beberapa sub bab 

yang masing-masing merupakan satu kesatuan, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan  sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang dari penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang landasan teori, kerangka 

pemikiran, definisi operasional dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian, jenis 

data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik 

pengolahan dan analisis data. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini,  di dalamnya terdiri dari gambaran umum perusahaan 

yang diteliti, penyajian data, hasil analisis penelitian yang diteliti,dan 

pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan 

hasil akhir penelitian dan pembahasa 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi 

dengan  melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan 

(planning), mengorganisasikan (organizing), memimpin (leading), dan 

mengendalikan (controlling). 

 Menurut (Asang, 2012), pembangunan sumber daya manusia diuraikan 

melalui fungsi-fungsi dan unsur-unsur manajemen (organisasi). Uraian ini 

didahului melalui pembahasan sumber daya manusia (man) sebagai salah satu 

unsur manajemen dari lima unsur manajemen yang ada, yaitu unsur : uang 

(money), material (materials), metode (methode), mesin (machine), dan pelayanan 

atau market. 

 Simamora dalam (Sutrisno, 2016), manajemen sumber daya manusia 

adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian dan pemberian balas jasa, dan 

pengelolaan individu pada para anggota organisasi atau kelompok pekerja.  

(Yani, 2012) mengatakan bahwa pengertian Manajemen Sumber Daya 

Manusia secara sederhana sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, 

pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia dalam upaya 

mencapai tujuan dari individu maupun organisasional. (Fahmi, 2016) Manajemen 

sumber daya manusia (human resources management) adalah serangkaian 
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aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan 

mempertahankan tenaga kerja yang efektif. 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaa, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja 

dengan maksud untuk mencapai tujuan oerganisasi perusahaan secara terpadu 

(Sunyoto, 2015) 

 Sedangkan menurut (Widodo, 2015) manajemen sumber daya manusia 

adalah suatu proses yang mencakup evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya 

manusia, mendapatkan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan 

mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang penting tersebut.  

 

2.1.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut (Amstrong, 2010), tujuan dari manajemen sumber daya manusia 

secara keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai 

keberhasilan melalui orang lain. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ulrich dan 

Lake dalam (Amstrong, 2010) Sistem manajemen sumber daya manusia dapat 

menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan dapat 

belajar dan menggunakan kesempatan tersebut sebagai peluang yang baru. Ada 

beberapa ahli yang mengemukakan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. 

Penliti mengambil tujuan yang dikemukakan oleh Amstrong. 

Secara khusus, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk, (Amstrong, 

2010) ; 
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1. Memungkinkan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan tenaga 

kerja yang cakap serta dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi.  

2. Mengembangkan kapasitas yang ada seperti, kontribusi, kemampuan, serta 

kecakapan karyawan.  

3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur 

perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem konpensasi dan insentif yang 

tergantung pada kinerja, pengembangan menejemen serta aktifitas pelatihan 

yang berhubungan dengan kebutuhan bisnis.  

4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang 

menyadari bahwa karyawan adalah stackholder dalam organisasi yang 

bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan 

bersama. 

5. Menciptakan iklim, dimana hubungan yang produktif dan harmonis dapat 

dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan. 

6. Mengembangkan lingkungan dimana kerja sama tim dan fleksibilitas agar 

dapat berkembang. 

7. Membantu organisasi dalam menyeimbangkan dan mengadaptasikan 

kebutuhan stackholder (pemilik, lembaga atau wakil Pemerintah, manajemen, 

karyawan, pelanggan, pemasok dan masyarakat luas). 

8. Memastikan karyawan telah dinilai dan dihargai berdasarkan apa yang 

mereka lakukan dan apa yang telah dicapai. 

9. Mengelola tenaga kerja yang beragam, memperhitungkan perbedaan individu 

dan kelompok dalam kebutuhan penempatan, gaya kerja dan aspirasi. 
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10. Memastikan adanya kesempatan yang tersedia untuk semua. 

11. Memakai pendekatan etis dalam mengelola karyawan yang didasarkan pada 

perhatian untuk karyawan, keadilan dan transparansi. 

12. Mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental karyawan. 

 Dalam rangka mencapai tujuan manajemen sumber daya manusa yang 

telah dipaparkan tersebut, maka sumber daya manusia harus dikembangkan dan 

dipelihara agar semua fungsi dan organisasi dapat berjalan dengan seimbang. 

Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen sumber 

daya manusia yang paling utama, dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai 

tujuan suatu organisasi. Kegiatan ini akan berjalan lancar, apabila dapat 

memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Cushway dalam (Sutrisno, 

2009) fungsi dari sumber daya manusia yang dimaksud adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan, pengendalian, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian. 

 

2.1.3 Evaluasi 

 Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan 

sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan 

dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Yunardi dalam (Supriyatna, 

2015) 

  Menurut Mustofadijaya dalam widodo, 2010:111 dalam (Situmeang, 

2016) evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atau sesuatu fenomena yang 

didalamnya terkandung value judgment (pertimbangan nilai) tertentu. 
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 Selanjutnya, evaluasi adalah penggunaan teknik penilaian untuk 

mengukur kebutuhan pemakaian serta tujuan-tujuan yang dapat mencapai suatu 

program dalam proses mengoleksi, menganalisa, dan mengartikan informasi atau 

sebagai bentuk intruksi, Jones dalam Ajick dalam (Situmeang, 2016) 

 

2.1.4 Implementasi 

 Implementasi adalah pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu sistem. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Sofyani & 

Akbar, 2013) faktor-faktor yang berhubungan secara positif dan signifikan dengan 

implementasi sistem pengukuran kinerja untuk pengembangan sistem pengukuran 

kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja adalah faktor 

organisasional, yakni pelatihan dan respon organisasi yang terbuka terhadap 

perubahan. 

(Ali, 2017) Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement 

berarti mengimplemetasikan.nImplementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksankan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa 

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang 

dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

Ripley dan Franklin 1982 dalam (Sulila, 2015) berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau sejenis 

keluaran yang nyata (Tangible output). 
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2.1.5 Sistem Informasi Manajemen 

Sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya dilakukan berulang 

untuk melaksanakan suatu serangkaian aktivitas. Pembangunan serangkaian 

sistem dalam organisasi bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip 

pengorganisasian yang baik dalam rangka mencapai tujuan (Palenga, 2017). 

Sistem Informasi (Machmud, 2013) adalah seperangkat komponen yang 

saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 

mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan 

pengawasan dalam organisasi. 

Sistem infromasi manajamen (SIM) adalah merupakan perpaduan antara 

sumber daya manusia dengan aplikasi teknologi informasi yang berfungsi untuk 

memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dalam rangka 

mendukung proses pengambilan keputusan sebuah peusahaan.(Setyowati et al., 

2011) 

 

2.1.6 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

 Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari perwujudan good 

governance yang sedang dilakukan di Indonesia, karena menurut  Suyanto 2010 

dalam (Yusrianti & Safitri, 2015) akuntabilitas adalah kunci dari konsep good 

governance, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, serta 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab 

serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. 
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  Berdasarkan intruksi Presiden No. 7 tahun 1999 akuntabilitas kinerja 

adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam 

rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 

 Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai 

aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan, dan pengukuran 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada 

instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. 

 

2.1.6.1 Indikator SAKIP 

 Untuk mengukur baik tidak nya SAKIP, terdapat indikator yang harus 

diperhatikan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil indikator yang 

dikemukakan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014. Menurut Peraturan 

Presiden tersebut penyelenggaran SAKIP meliputi : 

1. Rencana Strategis; 

  Berdasarkan Intruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Rencana Strategis 

adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga sampai dengan 5 (lima) tahun 

kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 
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atau mungkin timbul. Perencanaan strategis menjadi langkah awal 

pengukuran kinerja instansi pemerintah. (Tjandra, n.d.) 

2. Perjanjian Kinerja 

  Berdasarkan Peraturan Menpan-RB No. 53 Tahun 2014 Perjanjian 

Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. 

Melalui perjanjian kerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. 

3. Pengukuran Kinerja 

 Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 

239/IX/6/8/2003 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi 

Pemeintah. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian 

yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan 

yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan 

dampak.  

4. Pengelolaan Data Kinerja 

Pengelolaan kinerja adalah merupakan suatu proses pencatatan/registrasi, 

penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. 
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Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah  

sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari 

sistem akuntansi dan statistik pemerintah.  

5. Pelaporan Kinerja 

Pelaporan kinerja adalah merupakan suatu proses dalam menyusun dan 

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang sudah dicapai 

berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan 

kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja 

Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan 

strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi 

pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian 

kinerja. 

6. Review dan Evaluasi Kinerja 

Reviu adalah merupakan suatu langkah dalam rangka untuk 

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan 

kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan 

intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang 

ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan 

evalusi kinerja adalah merupakan bentuk evaluasi dalam rangka 

implementasi SAKIP pada instansi pemerintah. 

 

 

 

http://pemerintah.net/
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2.1.7 Pengertian Instansi Pemerintah 

 Kehadiran dan keberadaan pemerintah disuatu Negara merupakan 

sesuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat (Tobari, 2015). 

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 

239/IX/6/8/2003 Instansi Pemerintah adalah merupakan  sebuah perangkat 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana menurut peraturan 

perundangan yang berlaku terdiri atas : Kementrian, Departemen, Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, markas 

Besar TNI (meliputi : markas besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, 

Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah 

RI di luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat 

Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari 

anggaran Negara. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan pada latar belakang 

masalah dan tinjauan pustaka, maka peneliti menjabarkan kerangka pemikiran 

yang kemudian akan dijadikan pegangan dalam penelitian. Dimana dapat dilihat 

bahwa untuk mengevaluasi implementasi SAKIP, Biro Hukum ditekankan 

mengenai indikator dari SAKIP tersebut. Jika sudah diterapkan, maka selanjutnya 

dilakukan evaluasi penerapannya. Berikut akan dikemukakan kerangka 

pemeikiran pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

Sumber : Olahan Skripsi Tahun 2018 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan dasar atau pedoman yang digunakan 

dalam susunan penelitian. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hasil 

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu tersebut agar gambaran penelitian 

yang dilakukan sekarang dapat dibandingkan dengan penelitian yang telah 

dilakukan. 

Tabel 2.1  

Jurnal Nasional  

Nama Peneliti Farida H. Palenga 

Judul Penelitian Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Studi Pada Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah) 

Jenis Jurnal Jurnal Katalogis, Volume 5 No 1 Januari 2017 hlm 

172-181 ISSN : 2302-2019 

Tujuan Penelitian Untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntabilitas 

kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah. 

Biro 

Hukum 

SAKIP 

1. Rencana Strategis 

2. Perjanjian Kinerja  

3. Pengukuran Kinerja 

4. Pengelolaan Data Kinerja  

5. Pelaporan Data Kinerja  

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja  

 

Evaluasi 
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Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan model interaktif miles dan 

Huberman yaitu, pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan. 

Hasil Penelitian Hasil dari penelitian adalah penerapan sistem 

akuntabilitas kinerja Pemerintah di Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih 

belum optimal. Hal ini disebabkan belum adanya 

keselarasan antara dokumen perencanaan dalam 

satu entitas Organisasi dan indikator kinerja serta 

target realisasi capaian belum terukur degan baik. 

Dari penerapan SAKIP ini diharapkan dapat 

menjadi media pertanggungjawaban Kepala Biro 

kepada pihak yang berhak meminta 

pertanggungjawaban. 

 

Sumber : Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana 

Universitas Tadulako, 2017 

Tabel 2.2  

Jurnal Nasional  

Nama Peneliti Hasni Yusrianti, Rika Henda Safitri 

Judul Penelitian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Di LIngkungan Pemerintah Kota 

Palembang  

Jenis Jurnal Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 No. 

4 Desember 2015 
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Tujuan Penelitian Untuk mengevaluasi Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

pada SKPD di Pemerintah Kota Palembang.. 

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode studi kasus. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder. Metode analisis menggunakan dua 

tahapan yaitu analisis penilaian evaluasi SAKIP 

dan analisis hasil wawancara 

Hasil Penelitian Pencapaian tingkat implementasi SAKIP pada 

LAKIP di SKPD kota Palembang berada pada 

tingkat klasifikasi kurang baik, sehingga sangat 

memerlukan asistensi dalam penggunaan LAKIP 

oleh BPKP. Adapun beberapa  kendala yang 

dihadapi dalam penyusunan LAKIP SKPD antara 

lain lemahnya fungsi pengawasan dan monitoring 

oleh inspektorat Kabupaten dan tidak adanya 

review LAKIP sehingga tidak dapat mendeteksi 

LAKIP SKPD yang belum sesuai dengan pedoman 

LAN. Terbatasnya alokasi anggaran untuk 

pelaporan dan penyusunan laporan kinerja instansi, 

kurangnya komitmen pimpinan instansi tentang 

pelaksanaan SAKIP, rendahnya kualitas dan 

kuantitas SDM yang membidangi pelaporan dan 

penyusunan LAKIP, dan lemahnya koordinasi antar 

bidang pada masing-masing SKPD 

Sumber : Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya, 2015 
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Tabel 2.3  

Jurnal Nasional  

Nama Peneliti Wiwik Andriani, Irda Rosita, Hidayatul Ihsan 

Judul Penelitian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good 

Governance Pada Politeknik Negeri Padang. 

Jenis Jurnal Jurnal Akuntansi & ManajemenVo. 10 No. 2 

Desember 2015. ISSN 1858-3687 hal 51-60 

Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja 

instansi pada Politeknik Negeri Padang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah 

SAKIP yang telah dibuat pada instansi ini mampu 

mewujudkan Good Governance pada Politeknik 

Negeri Padang. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis 

permasalahan yang dihadapi serta bagaimana solusi 

untuk mengatasinya. 

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskriptif. 

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

memberikan kuesioner dan dilanjutkan dengan 

wawancara. Setelah mendapatkan informasi dan 

data lengkap maka akan dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif. 

Hasil Penelitian 1. Adanya peningkatan akuntabilitas kinerja 

Politeknik Negeri Padang dilihat dari hasil evaluasi 

dan wawancara.  

2. Tidak tercapainya beberapa indikator kinerja 

tersebut karena prose pencairan dana PEDP yang 

cukup lama sehingga sampai akhir tahun anggaran 
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kegiatan tidak bisa dilaksanakan. 

3. SAKIP dapat mendukung terciptanya Good 

Governance yang bertujuan untuk meningkatkan 

tata kelola Pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel, sehingga akan mampu menunjukkan 

akuntabilitas publik kepada masyarakat yang 

akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Sumber : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, 2015 

Tabel 2.4  

Jurnal Internasional  

Nama Peneliti Toni Triyulianto 

Judul Penelitian An Evaluation of a Government Perfomance 

Accountabilty System Indonesian District 

Governments 2010 (Evaluasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Daerah Indonesia 2010) 

Jenis Jurnal Jurnal Transparansi Vol. 1, No. 1 Juni 2018, pp. 

85-200 E-ISSN 2622-0253 

Tujuan Penelitian Untuk memberikan informasi yang lebih mengenai 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah 

Indonesia. 

Metode Penelitian Menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan 

sumber data sekunder/ 

Hasil Penelitian Hasil dari penelitian ini SAKIP adalah instrumen 

tanggung jawab yang terdiri beberapa indikator dan 

mekanisme pengukuran, penilaian dan kegiatan 

pelaporan kinerja secara komprehensif dan terpadu 

untuk memenuhi kewajiban lembaga Pemerintah 

tertentu yang bertanggung jawab atas keberhasilan 
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atau kegagalan dalam tugas utama eksekusi dan 

fungsi serta misi Organisasi. Hasil dari skor 

evaluasi SAKIP tahun 2010 menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kabupaten di Indonesia hanya 30.78 

yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten 

Indonesia perlu memiliki beberapa peningkatan 

signifikan serta beberapa perubahan mendasar 

untuk menerapkan SAKIP. 

Sumber : Michigan State University, 2018 

Tabel 2.5  

Jurnal Internasional  

Nama Peneliti Johan Mulyadi Kerta dan Angellia Debora 

Suryawan 

Judul Penelitian Analysis Of Information System Implementation In 

Binus University Using Delone And Mclean 

Information System Succes Model And Cobit 

Framework (Analisis Implentasi Sistem Informasi 

di Universitas Binus Dengan Menggunakan Model 

Sukses Sistem Dan Kerangka Delon dan Mclean)  

Jenis Jurnal Jurnal Internasional Komunikasi dan Teknologi 

Informasi (KomIT) Vol. 7, No. 1 Mei 2013 hlm. 

13-17 

Tujuan Penelitian Untuk menganalisa tingkat kematangan 

pengimplementasikan sistem informasi di 

Universitas Binus apakah sudah sukses mendukung 

pengoperasikan dan tujuan organisasi. 

Metode Penelitian Penyebaran kuesioner skala likert dengan langkah 

awal mengidentifikasi masalah 

Hasil Penelitian kualitas sistem dan kualitas informasi pada 

akhirnya memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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kinerja sistem informasi yang sukses berdampak 

pada organisasi. Ada korelasi antara model sistem 

informasi yang berarti semakin tinggi tingkat 

kematengan nilai, semakin keberhasilan sistem 

informasi. Kepuasan pengguna secara langsung 

dipengaruhi secara positif / signifikan oleh kualitas, 

kualitas sistem, kualitas layanan, penggunaan 

sistem, dan manfaat bersih / operasi harian. 

Dampak terbesar pada kepuasan pengguna adalah 

kualitas informasi yang dihasilkan, dan efeknya 

adalah manfaat / operasi bersih informasi dan 

kualitas layanan yang ada. Ini karena sistem telah 

membantu pengguna dalam menyelesaikan 

pekerjaan operasional sehari-hari. 

Sumber : School of Information System, Bina Nusantara University, 2013
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 (Sugiyono, 2013) Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode 

baru, karena popularitasnya belom lama. Metode ini disebut juga sebagai metode 

artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut 

metode interpretive karena data hasil penelitian lebih bekenaan dengan 

interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian 

kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian kuliatatif istrumennya 

adalah peneliti itu sendiri, untuk dapat menjadi instrument maka peneliti harus 

memilki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, 

menganalisis, menggambarkan, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti.  

 

3.2 Jenis Data 

a. Jenis Data 

 Adapun jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. menurut (Siyoto & Sodik, 2015) data kualitatif adalah  data yang 

berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui berbagai 

macam teknik pengumpulan data misalnya antara lain wawancara, analisis 

dokumen, diskusi terfokus maupun tidak terfokus, atau observasi yang telah 

dituangkan dalam bentuk catatan lapangan (transkip).       
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3.3 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Data Primer 

dan Data Sekunder. (Siyoto & Sodik, 2015) menyatakan data primer adalah data 

yang digunakan dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, 

gerak-gerik atau prilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam 

hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti. 

Data yang peneliti peroleh langsung dari BIRO HUKUM melalui observasi atau 

pengamatan dan wawancara dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan 

yang sudah  dipersiapkan peneliti. 

 (Siyoto & Sodik, 2015) mengemukakan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-

foto film rekaman video, benda-benda dan lainnya yang dapat memperkaya data 

primer. Data sekunder laiinya juga dapat diperoleh melalui internet, skripsi yang 

menyerupai dan juga majalah. Dalam penelitian yang di lakukan di BIRO 

HUKUM ini, data sekunder yang di dapatkan berupa dokumen meliputi data  

profil perusahaan , data  karyawan dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi   

 Sutrisno Hadi 1986 dalam (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Jika penelitian berhubungan 

dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, serta responden yang 
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diamati tidak terlalu besar, maka teknik pengumpulan observasi yang bisa 

digunakan.  

 Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus 

terang atau tersamar ( overt observation and covert observation ) dalam buku 

(Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa  penelitian dalam melakukan pengumpulan 

data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka mengetahui sejak awal sampai akhir  tentang aktivitas 

peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau  tersamar 

dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau satu  data yang dicari 

merupakan data yang masih dirahasiakan. 

 Peneliti melakukan pengamatan dari bagaimana bentuk, cara 

penggunaan, cara login kedalam SAKIP serta bagaimana cara penggunaan 

SAKIP sebagai pelaporan kinerja. Adapun lokasi yang diamati oleh peneliti 

adalah Komplek Perkantoran Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau yang beralamat Gedung A Lantai 2 Pulau Dompak Tanjungpinang. 

 

3.4.2 Wawancara  

(Fitrah & Luthfiyah, 2017) Salah satu metode pengumpulan data adalah 

dengan wawancara. Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung kepada responden.  

 Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur 

(semistructure interview) jenis wawancara ini dalam pelaksanaanya lebih bebas. 

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 
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lebih terbuka, dimana pihak peneliti mewawancarai Kasubag Tata Usaha dan 

Dokumentasi Hukum dimana sebagai  pengguna (user) dari SAKIP, Kasubag 

Evaluasi Ranperda Kab/Kota, Kasubag Penyusunan Perda dan Perkada.. 

Narasumber akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada 

permasalah yang sedang diteliti dengan diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan. 

 

3.5 Populasi dan Sampling 

 Pada sebuah penelitian, populasi memiliki arti penting karena dengan 

adanya populasi kita dapat melihat seberapa banyak sample yang akan diambil. 

Semakin sedikit populasi maka sample yang diambil harus keseluruhan pupulasi 

tersebut. Tetapi dalam penelitian kualitatif yang bersifat wawancara, jika jumlah 

populasi nya banyak, kita tidak perlu mengambil semua populasi yang ada, cukup 

beberapa orang saja yang kiranya bisa mewakili dari jumlah populasi yang ada. 

 

3.5.1 Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2016) populasi dalam penelitian kualitatif 

menggunakan istilah situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat, 

pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial atau 

obyek  penelitian ini peneliti dapat mengamati secara  mendalam pada aktivitas, 

orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Populasi dalam penelitian di BIRO 



33 
 

xvii 
 

HUKUM  berjumlah sebanyak 46  orang. Untuk lebih jelasnya populasi dapat 

dilihat dalam tabel 3.1 

Tabel 3.1 

 Populasi 
 

NO JENIS PEGAWAI JUMLAH 

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 26 orang 

2 Pegawai Tidak Tetap (PTT) 10 orang 

3 Tenaga Harian Luar (THL) 10 orang 

Jumlah 46 orang 

Sumber : Data dari Biro Hukum Prov Kepri, 2019 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, jumlah pegawai yang ada di 

Biro Hukum sebanyak 46 orang dimana Pegawai Negeri Sipil (PNS) 26 orang, 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) 10 orang dan Tenaga Harian Luar (THL) 10 orang. 

 

3.5.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2016) sampel adalah sebagian dari populasi itu, 

populasi misalnya penduduk wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi 

tertentu, dan sebagainya. Dalam penelitian yang di lakukan di BIRO HUKUM 

proses pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel 

nonprobability sampling. Teknik nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang / kesempatan yang sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana pengambilan 
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sampel sumber data dengan petimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya 

orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.  

Dalam pengambilan sampling di BIRO HUKUM yang menjadi  sumber 

data adalah Kasubag Tata Usaha dan Dokumentasi Hukum dimana sebagai  

pengguna (user) dari SAKIP, Kasubag Evaluasi Ranperda Kab/Kota, Kasubag 

Penyusunan Perda dan Perkada. Dengan demikian ada tiga orang yang akan 

menjadi sample pada penelitian ini. 

 

3.6 Devinisi Operasional Variabel 

 (Noor, 2012) menjelaskan definisi operasional merupakan sebuah bagian 

yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur, dengan cara 

melihat pada dimensi (inidikator) dari suatu konsep atau variabel. Definisi 

operasional tidak boleh memiliki makna yang berbeda dengan definisi konseptual. 

Oleh karena itu, sebelum menyusun definisi operasional, peneliti harus terlebih 

dahulu membuat definisi konseptual variabel penelitian.  

Hal-hal yang perlu dikemukakan pada definisi operasional adalah definisi 

yang jelas dari sebuah variabel, yang di dalam definisi tersebut telah terdapat 

indikator/kriteria/ukuran yang bisa menjadi pedoman/acuan untuk mengukur atau 

menilai varabel. 

Tabel 3.1  

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

 

 

Rangkaian sistematik dari 

berbagai aktifitas, alat dan 

1.Rencana Strategis 

2.Perjanjian Kinerja 
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SAKIP 

prosedur yang dirancang 

untuk penetapan, dan 

pengukuran pengumpulan 

data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran dan pelaporan 

kinerja pada instansi 

pemerintah dalam rangka 

pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. 

(Perpres No. 29, 2014) 

3.Pengukuran Kinerja 

4.Pengelolaan  

Kinerja 

5. Pelaporan Data 

Kinerja 

6.Reviu dan Evaluasi 

Kinerja  

 (Perpres No. 29, 

2014) 

 

 

 

 

 

Wawancara 

 

 

 

Sumber : Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

 Menurut (Rumengan & Idham, 2015) Tidak akan berguna jika data 

mentah yang telah dikumpulkan tidak diolah. Pengolahan data merupakan bagian 

yang sangat penting dalam sebuah metode ilmiah, karena dengan adanya 

pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti/makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah pada sebuah penelitian. Berdasarkan pengolahan data 

tersebut, perlu dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan hasil penelitian. 

 Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 

data-data dilapangan sesuai dengan rancangan, tujuan penelitian dan sifat 

penelitian. Teknik non statistik digunakan dalam rancangan penelitian kualitatif 

pada pengolahan data. Mengingat data lapangan disajikan dalam bentuk narasi 

kata-kata, maka pengolahan datanya tidak bisa dikuantifikasikan. Peneliti atau 

siapapun yang akan melakukan penelitian, harus memahami perbedaan ini, 
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sehingga penyajian data dan analisis kesimpulan penelitian lebih  relevan dengan 

sifat atau jenis data serta prosedur pengolahan data yang akan digunakan. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Menurut (Sugiyono, 2016) dalam penelitian kualitatif, analisis data 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Bila setelah dianalisis jawaban 

yang diwawancarai masih terasa belum memuaskan, maka ada baiknya peneliti 

melanjutkan pertanyaan lagi hingga pada tahap tertentu, sehingga diperoleh data 

yang dianggap kredibel. 

  Prosedur analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 

2016) terdiri  dari  tiga prosedur analisis anatara lain: 

1. Data reduction ( Reduksi Data ), merupakan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian, maka data yang sudah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana Evaluasi Implementasi 

SAKIP di BIRO HUKUM. 

2. Data Display ( Penyajian Data ), merupakan penyajian data yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami. 
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3. Verification (Penarikan Kesimpulan), adalah merupakan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang akan dikemukakan masih 

dalam bersifat sementara, sehingga ada kemungkinan akan berubah jika tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dalam 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang akan dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif pada 

kesimpulan mungkin saja dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam peneltian kualitatif 

masih bersifat sementara sehingga bisa saja akan berkembang setelah 

peneltian berada di lapangan. 

  Dilihat dari apa yang telah diamati dan yang telah disesuaikan maka 

penelitian yang dilakukan ini menggunakan uji keabsahan data berupa uji 

kredibilitas dimana penulis menggunakan triangulasi dalam pengujian kreabilitas.   

Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Bila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber 

data. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapat data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi terus terang atau tersamar, wawancara semi terstruktur, 
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dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi 

sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang bebeda-beda dengan 

teknik yang sama. 

(Sugiyono, 2013), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua 

macam triangulasi yaitu : 

3.8.1 Triangulasi Teknik  

(Sugiyono, 2013) Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi terus terang atau 

tersamar, wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi untuk sumber 

data yang sama secara serempak, triangulasi teknik dapat ditempuh 

melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

 

                                     Gambar 3.1 

 

 

 

 

Sumber : (Sugiyono, 2013: 331) 

 

 

Observasi terus terang 

Wawancara semi terstruktur 

Dokumentasi 

Sumber 

Data  

Sama 
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Keterangan : 

Dimana penulis melakukan 3 teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu 

observasi turun kelapangan mencatat dan mengumpulakan data, melakukan 

wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi dari sumber / informen yang sama. 

Dimana dalam penelitian ini sumber / informan yang dimaksud : Kasubag Tata 

Usaha dan Dokumentasi Hukum, Kasubag Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota, 

dan Kasubag Penyusunan Perda dan Perkada Biro Hukum Pemprov Kepri. 

 

3.8.2 Triangulasi Sumber 

(Sugiyono, 2013), Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

                                     Gambar 3.2 

 

 

 

 

            Sumber :(Sugiono, 2013: 331) 

Keterangan : 

Dimana penulis mendapatkan data dari sumber yang penulis jadikan 

sebagai informan untuk mendapatkan informasi dengan teknik yang sama. Yaitu 

wawancara semi terstruktur. 

Wawancara 

semi terstruktur 

A 

B 
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